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PEDOMAN TRANSLITERASI
A.Umum
Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan

Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

I =tidak dilambangkan Ua =dl
« =b L =th
F A=t L =dh
S =tsa ¢ = ‘(Koma menghadap keatas)
@S ¢ =¢gh
z™==h - N\
¢ =kh 3 =
> =d & =k
3o=dz J =
o =T 2 =m
I S J =n
o =S 5 =w
e =8y - =h
o= =sh @ =y

Hamzah (+) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di
awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan,
namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan

tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ g .

viii



C. Vokal, Panjang dan Diftong
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah

73T
1

ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan

panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =4 misalnya J&  menjadi Qéla
Vokal (i) panjang =1 misalnya Jé menjadi Qila
Vokal (u) panjang =10 misalnya 02 menjadi ddna

[72e)
1

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah
ditulisdengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = s— misalnya J#&  menjadi gqawlun
Ditong (ay) =-- misalnya o5 menjadi khayrun
D. Ta’marbithah (3)

Ta’marbiithah (3) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah
kalimat, tapi apabila Ta’marbtthahtersebut berada di akhir kalimat, maka di
akhir kalimat maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”, misalnya
menjadi al-risalat li al mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat
yang terdiri dari susunan mudhaf dan mudhaf ilayh, maka ditransliterasikan
dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya

menjadi fi rahmatillah.



E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (J) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak
di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-
tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh
sebagai berikut:
1. Al-Iméam al-Bukhariy mengatakan. ...
2. Al-Bukhariy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan. ...
3. Masya’ Allah Kana wa ma lam yasya’ lam yakun.

4. Billah ‘azza wa jalla
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ABSTRAK

Eki Maulana Ibrahim, 14210057, ANALISIS PEMBATALAN PENETAPAN
AHLI WARIS PENERUS TAHTA KESULTANAN BANTEN (Studi
Putusan  Nomor  786/Pdt.G/2017/Pa.Srg dan  Putusan  Nomor
0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn) Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas
Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Dosen Pembimbing Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Kata Kunci : Kewenangan, Penetapan, Ahli Waris

Pembatalan penobatan Sultan Banten ke 18 perlu didasari dengan
pertimbangan yang adil dan benar. Agar mewujudkan keadilan yang hakiki, maka
diperlukan analisis terhadap pertimbangan hakim yang membatalkan penetapan
ahli waris Pengadilan Agama Serang Nomor: 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg yang
berbunyi “Pemohon | adalah Trah Keturunan Sultan Maulana Muhammad
Shafiuddin (Sultan Banten berdaulat Terakhir) sebagai Pemilik Pertalian Darah
Terkuat yang memiliki Hak Waris sebagai Penerus Tahta Kesultanan Banten”.
Penulis tertarik menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan
penetapan ahli waris Pengadilan Agama Serang nomor 786/Pdt.G/2017/PASrg
dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Banten nomor
0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn. Kemudian menganalisis akibat hukum putusan
banding No. 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn terutama hubungan kewarisan antara ahli
waris dengan Sultan Maulana Shafiuddin dan harta warisnya.

Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yang
menggunakan pendekatan kasus dengan menelaah bahan hukum berupa
Penetapan nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg, Putusan nomor
786/Pdt.G/2017/PASrg dan Putusan nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn. Penulis
juga menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis masalah
menggunakan hukum acara peradilan agama dan hukum waris Islam dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pola penalaran logika deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengadilan Agama tidak
berwenang menetapkan seseorang sebagai penerus kesultanan atau penerus tahta
kerajaan karena bukan bagian dari hukum waris Islam maupun hukum perdata
yang menjadi kewenangan pengadilan agama sebagaimana dimaksud dalam
penjelasan pasal 49 huruf (b) UU nomor 3 tahun 2006 dan pasal 171 KHI.
Pemohon | seharusnya tidak ditetapkan memiliki hubungan nasab dengan Sultan
banten terkahir. Pemohon tidak dapat mewarisi harta waris dari Sultan Banten
terakhir sebab peninggalan Kesultanan Banten bukan merupakan harta
peninggalan (tirkah) pribadi dari Sultan. Sementara itu, perebutan asset
Kesultanan bukanlah pokok perkara.
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ABSTRACT

Eki Maulana Ibrahim, 14210057, LEGAL ANALYSIS ABOUT THE
REVOCATION OF COURT ORDER AS THE THRONE
SUCCESSOR OF THE BANTEN SULTANATE (Study of Judgments
Number 786 / Pdt.G / 2017 / Pa.Srg and Judgments Number 0017 / Pdt.G /
2018 / PTA.Btn) Department of Ahwal al Syakhshiyah, Faculty of Sharia,
State Islamic University of Maulana Malik lIbrahim Malang

Supervisor Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Keywords: Authority, Court Order, Heirs

The annulment of the 18th Sultan of Banten must be based on fair and
correct considerations. In order to bring true justice, an analysis of the judge’s
decision is needed who has canceled the determination of the heirs of the Serang
Religious Court Number: 0316 / Pdt.P / 2016 / PA.Srg which reads “Petitioner |
is the descendant of Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin (the last sovereign
Banten Sultan) as the owner of the strongest blood linkage who has the Right of
Inheritance as successor to the throne of the Banten Sultanate ”. The author is
interested to analyze the judge's consideration and legal basis which was used in
the decision to cancel the determination of the heir of the Serang Religious Court
number 786 / Pdt.G / 2017 / PASrg and the Appellate Decision of the Banten
High Court of Religion number 0017 / Pdt.G / 2018 / PTA.Btn. Then the author
examines the legal consequences arising from the appeal decision No. 0017 /
Pdt.G / 2018 / PTA.Btn especially the inheritance relationship between heirs with
Sultan Maulana Shafiuddin and the Sultan’s inheritance.

This research method is a juridical-normative research that uses case
approach by examining the legal materials used in the form of Determination
number 0316 / Pdt.P / 2016 / PA.Srg, Decision number 786 / Pdt.G / 2017 /
PASrg and Decision number 0017 / Pdt. G / 2018 / PTA.Btn. The author also uses
a statutes approach to analyze the problem of using the procedural law of Islamic
justice and Islamic inheritance law in the Compilation of Islamic Law (KHI) with
a pattern of deductive logic reasoning.

The results of this study indicate that the Religious Court has no authority
to determine someone as the successor to the sultanate or successor to the royal
throne because it is not part of Islamic inheritance law or civil law which becomes
the authority of the religious court as referred 1o in article 49 letter (b) of Law
number 3 of 2006 and article 171 KHI. Petitioner | should not be determined as an
heir who has blood linkage with the last Sultan of Banten. The petitioner can not
be inherited by the Sultan of Banten because the any Sultanate of Banten’s goods
was not a personal inheritance from the Sultan. Meanwhile, the Banten Sultanate's
inheritance assets which became the struggle of the parties related to its
management were not part of the principal case.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakim dalam memutus perkara tidak hanya sekedar memberikan opini
untuk menyelesaikan perselisinan para pencari keadilan. Hakim harus
memberikan pertimbangan yang adil dengan menelaah fakta-fakta yang diajukan
dan menemukan hukum yang tepat untuk mengadili sengketa. Sebab tujuan
peradilan adalah menegakkan keadilan dan kebenaran.

Hakim dikenal dengan ungkapan ius curia novit yang artinya adalah
pengadilan mengetahui hukumya (de rechtbank kent het recht)!. Hal itulah
menjadi dasar bahwa hakim di pengadilan tidak bolen menolak perkara yang

diajukan kepadanya karena hukumnya tidak ada atau kurang jelas,

! Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Cet.Ill; Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
h.56
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istilah tersebut dijelaskan dalam pasal 10 Undang-undang nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan

memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum

tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan
mengadilinya”.

Dalam pandangan penganut positivisme hukum atau aliran legisme bahwa
hukum identik dengan undang-undang atau tiada hukum di luar undang-undang.?
Istilah hukum adalah norma-norma dalam bentuknya yang tertulis berlaku umum
(law in abstracto) pada suatu waktu dan wilayah tertentu, dikenal dengan “law as
it is written in the book” 2

Apabila hakim mengadili perkara dan hukumnya sudah ada (dibentuk oleh
lembaga pembentuk undang-undang) maka hakim tinggal menerapkan hukumnya
terhadap perkara. Hakim tidak ubahnya menjadi corong atau terompet undang-
undang (La bouche de la loi). Tugas hakim hanyalah pelaksana undang-undang
(subsumtie automat). Sehingga hakim membatasi dirinya dalam penerapan hukum
terhadap kasus yang dihadapinya dengan menggunakan sistem logika tertutup?.

Hal itu diatur dalam pasal 20 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor
Indonesie (AB) yang menyatakan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan

undang-undang. Hakim dalam mempertimbangkan putusannya juga wajib karena

jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para

2 Darji Darmodiharjo dan Sidharta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat
Hukum Indoneisa, (Cet. VI; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h.114

3 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Konsep dan Metode (Cet. I; Instarans Publishing: Malang,
2013), h. 28

4 Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi, (Cet.IV;
Jakarta: Yayasan Obor, 2017), h.11



pihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 178 ayat 1 HIR jo 189 ayat 1 R.Bg®.
Maka dalam mengadili perkara hakim harus memberikan legal reasoning atau
pertimbangan-pertimbangan yang berpijak pada pasal-pasal berdasarkan hukum
materiil maupun hukum formil untuk mengadili perkara tersebut.

Hukum materiil yang berlaku di peradilan agama dalam bidang waris
adalah Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
(KHI) terkait hukum kewarisan, yurisprudensi yang bersumber dari al-Qur’an,
Hadis dan ljtihad®. Sedangkan hukum acara (hukum formil) yang berlaku pada
pengadilan di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang
berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah
diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Namun sebaliknya, dalam pandangan Sociological Jurisprudence atau
sintesa dari Madzhab Sejarah dan Positivisme Hukum yang banyak digunakan
oleh negara common law system’, putusan hakim “judgement” juga disebut

sebagai hukum (law in concreto). Sebagaimana ungkapan John Chipman Gray

5 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia edisi ke delapan, h. 202

® Dirjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Adminisrasi Peradilan Agama Buku Il, Edisi Revisi 2013, (Jakarta, 2013) h. 141

7 Sidharta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, (Cet. I; Yogyakarta: Genta Publishing, 2013)
h. 215



yang mengatakan “all the law is judge made law”, semua yang dimaksud dengan
hukum adalah putusan hakim.®

Berangkat dari hal tersebut, sesuai asas ius curia novit hakim di Indonesia
apabila memutus sengketa tidak menemukan dasar hukumnya dibolehkan untuk
menggali hukumnya dengan metode rechstvinding (penemuan hukum) yang
diterapakan untuk mengisi kekosongan hukum atau dikenal sebagai yurisprudensi
dan tidak mengikat (asas non preseden). Artinya hukum dibentuk oleh peradilan
hakim-hakim dan dipertahankan berkat kekuasaan yang diberikan kepada
preseden (Putusan Hakim). Sehingga hakim dibolehkan menemukan hukum
terhadap kasus-kasus kongkrit.

Dalam hal ini, perselisinan sengketa ahli waris berupa penetapan Sultan
Banten ke-18 berdasarkan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama telah
menimbulkan pro dan kontra bagi dzuriyat Kesultanan Banten, tokoh, alim
ulama’, lembaga dan organisasi kemasyarakatan Banten. Meskipun penobatan
Sultan Banten ke-18 dengan gelar Sultan Syarif Muhammad ash-Shafiuddin telah
dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama tanggal 11 Maulid 1438 H/11
Desember 2016 yang ditandatangani oleh para wlama’, tokoh masyarakat® serta
sebagai entitas kebudayaan bukan sebagai pemangku kekuasaan penuh seperti
zaman kerajaan dahulu.

Penobatan Sultan dari sebuah produk Pengadilan Agama merupakan

permasalahan baru dalam bidang hukum waris Islam bahkan hukum waris di

8 Darji Darmodiharjo dan Sidharta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat
Hukum Indoneisa, h.136

® Tangselpos, “Bambang Wisanggeni Jadi Sultan Banten Terakhir”, http://tangselpos.co.id/
2016/12/13/bambang-wisanggeni-jadi-sultan-banten-terakhir/, diakses tanggal 10 Juli 2018
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Indonesia. Terlebih Pengadilan Agama merupakan pengadilan khusus yang
memutus sengketa perkara-perkara tertentu bagi orang-orang Islam termasuk juga
sengketa waris Islam.

Sebab, penobatan Sultan banten ke-18 memperoleh legitimasi dari
Penetapan Ahli Waris Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg yang dikeluarkan oleh
Pengadilan Agama Serang. Pengadilan Agama telah menetapkan pemohon ahli
waris sebagai pemiilik hak waris penerus tahta Kesultanan Banten. Amar
Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg pada poin
4 berbunyi :

“Menetapkan Pemohon | adalah Trah Keturunan Sultan Maulana
Muhammad Shafiuddin (Sultan Banten berdaulat Terakhir) sebagai
Pemilik Pertalian Darah Terkuat yang memiliki Hak Waris sebagai
Penerus Tahta Kesultanan Banten. ”

Selain itu perselisihan juga disebabkan karena Sultan Banten ke-18 telah
mengeluarkan Maklumat agar para Nadzir yang mengelola aset Kesultanan
Banten seperti Masjid Agung Banten dan memegang Kunci Makbarah (Makam
Sultan Maulana Hasanudin) segera menyerahkan aset Kesultanan Banten tersebut
kepada Sultan Banten ke-18/Pemohon I.

Sedangkan menurut keluarga besar Kesultanan Banten yang tergabung
dalam Forum Komunikasi Dan Informasi Dzurriyat Kesulthanan Banten
(FKIDKB), proses pelantikan Sultan Banten ke 18 menyalahi aturan adat yang

berlaku. Pemilihan Sultan seharusnya berdasarkan tingkat ketagwaannya kepada

Allah SWT dan harus dilakukan secara adat untuk pelantikannya®.

10 Liputan6, “Sultan Banten ke-18 Klaim diakui Turki dan Thailand”, https://www.liputan6.com/
regional/read/2984700/sultan-banten-ke-18-klaim-diakui-turki-dan-thailand, diaskes tanggal 10
Juli 2018
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Forum Komunikasi Dan Informasi Dzurriyat Kesulthanan Banten
(FKIDKB) merasa sangat dirugikan dengan adanya Penetapan Pengadilan Agama
Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg. Kemudian permasalahan tersebut juga
berakibat pada perebutan hak pengelolaan aset peninggalan Kesultanan Banten
yang dikelola oleh Lembaga Kenadziran Tanah Wakaf Sultan Maulana
Hasanuddin Banten.

Sesungguhnya perkara permohonan bertujuan untuk menyelesaikan
kepentingan hukum pemohon. Sebagaimana penjelasan M Yahya Harahap bahwa
permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan hukum perdata yang
diajukan dalam bentuk permohonan oleh pemohon (subyek hukum, baik
perseorangan atau badan hukum) untuk diselesaikan atau ditetapkan pengadilan.
Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak, artinya murni untuk
menyelesaikan kepentingan pemohon yang memerlukan kepastian hukum dan
tidak bersentuhan dengan hak-hak dan kepentingan orang lain, tidak ada orang
lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, hanya ada satu pihak yaitu
pemohon (ex-parte)*?.

Karena itu, tidak ada lawan dan kebenaran permohonan hanya bersifat
sepihak yaitu kebenaran pemohon. Hal serupa dijelaskan oleh Roihan A Rasyid,
penetapan merupakan produk pengadilan sebagai hasil dari pemeriksaan perkara
permohonan/voluntaria dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya karena

hanya ada pemohon, yang diistilahkan dengan jurisdictio voluntaria?.

11 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian,
dan Putusan Pengadilan., (Cet. XVI; Jakarta: Sinar Grafika, 2016) h. 29

12 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Cet. XV1I; Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2016, h.214



Namun adanya penetapan ahli waris Pengadilan Agama Serang Nomor
0316/Pdt.P/2016/PA.Srg telah menimbulkan Kkerugian vyaitu sebagai dasar
penobatan Sultan Banten yang kemudian berakibat pada perebutan hak
pengelolaan aset peninggalan Kesultanan Banten yang dikelola oleh Lembaga
Kenadziran Tanah Wakaf Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Oleh karena itu, FKIDKB ingin membatalkan Penetapan Pengadilan
Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg yang dijadikan dasar penobatan
Sultan Banten ke-18. Gugatan in casu Pembatalan Penetapan Pengadilan Agama
Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg!3, Pengadilan Agama Serang
mengabulkan gugatan para penggugat sebagian, namun dalam putusan nomor
786/Pdt.G/2017/PASrg menguatkan penetapan sebelumnya meskipun

Putusan nomor 786/Pdt.G/2017/PASrg, Majelis Hakim Pengadilan Agama
Serang berbunyi yaitu, mengabulkan gugatan para penggugat sebagian dan
menguatkan Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/pdt.p/2016/Pa.Srg
dengan memperbaiki amar penetapan pada diktum 4 diubah menjadi :

“Menetapkan bahwa Tergugat | mempunyai hubungan nasab atau
keturunan dengan Sultan Maulana Muhammad Shafi’udin Banten.”

Atas amar putusan tersebut, Tergugat mengajukan banding ke Pengadilan
Tinggi Agama Banten*. Karena amar penetapan yang diperbaiki oleh Pengadilan
Agama Serang telah menghapus frasa “sebagai Pemilik Pertalian Darah Terkuat

yang memiliki Hak Waris sebagai Penerus Tahta Kesultanan Banten ”.

13 Fakta Banten, http://faktabanten.co.id/mengklaim-diri-sebagai-sultan-banten-bambang-
wisanggeni-digugat-ke-pengadilan21/ diakses pada tanggal 10 Juli 2018

4 Liputan 6, “Kisruh Kesultanan Banten Kian Berlarut”, https://www. liputan6.com/
regional/read/3232136/ kisruh-kesultanan-banten-kian-berlarut diakses tanggal 10 Juli 2018
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Menariknya Majelis hakim tingkat banding menerima permohonan
banding Tergugat/Pembanding. Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam
putusannya membatalkan putusan nomor 786/Pdt.G/2017/PASrg dan Penetapan
Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg dengan mengadili diri
sendiri. Namun amar putusan Majelis Tingkat Banding berbunyi, sebagai berikut:

“Menetapkan Pemohon | bin RB AMS bin Pangeran Ratu Bagus Maryono

Soerjaatmadja bin Pangeran Timur Soerjaatmadja bin Sultan Maulana

Shafiuddin adalah Trah Keturunan  Sultan Maulana Muhammad

Shafiuddin (sultan Banten Terakhir).”

Penetapan Sultan Banten ke-18 telah dibatalkan oleh Majelis Hakim
tingkat Banding meskipun sudah dibatalkan terlebih dahulu oleh Pengadilan
Agama Serang dalam putusan nomor 786/Pdt.G/2017/PASrg, dengan
pertimbangan amar penetapan nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg telah menetapkan
gelar kebangsawanan atau kesultanan berupa pemilik hak waris sebagai penerus
tahta Kesulatanan Banten. Hal ini tentu bertentangan dengan permohonan banding
Pembanding atau tergugat agar putusan sebelumnya dibatalkan karena telah
menghapus frasa “sebagai Pemilik Pertalian Darah Terkuat yang memiliki Hak
Waris sebagai Penerus Tahta Kesultanan Banten ”.

Secara garis besar substansi perkara ini adalah hukum waris Islam
(termasuk lingkup hukum perdata). Tetapi permasalahan penetapan sebagai
pemilik hak waris Penerus Tahta Kesultanan Banten harus dikaji dan dijawab

melalui pertimbangan hukum dan sumber otoritatif, sebagai bentuk konsistensi

hakim dalam mengadili perkara di lingkungan peradilan agama.



Sebagaimana ketentuan pasal 60A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama.

(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab
atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan
dasar hukum yang tepat dan benar.

Majelis hakim tingkat banding telah membatalkan baik Putusan
Pengadilan Agama Serang nomor 786/Pdt.G/2017/PASrg dan Penetapan
Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg. Namun Pemohon |
atau Tergugat/Pembanding masih ditetapkan sebagai trah keturunan Sultan
Maulana Muhammad Shafiuddin (Sultan Banten terakhir).

Oleh karena itu, penulis tertarik menganalisis fakta-fakta yang terungkap
dalam persidangan dan alasan timbulnya perbedaan putusan, antara penetapan
dengan putusan pengadilan tingkat pertama dan putusan tingkat banding. Selain
itu akibat hukum yang ditimbulkan bunyi amar putusan tingkat banding tersebut
agar dapat diketahui apakah Pembanding/Tergugat mempunyai hak waris dari

Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin serta ada-tidaknya harta peninggalan

(tirkah) atau hak kebendaan yang dapat diwariskan kepadanya.

. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang di atas ada beberapa masalah yang akan penulis
kaji, yaitu :

1. Bagaimana analisis hukum Penetapan Pengadilan Agama Serang nomor
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0316/Pdt.P/2016/PA.Srg, Putusan nomor 786/Pdt.G/2017/PASrg dan Putusan
nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn ditinjau dari hukum acara di peradilan
agama dan hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

2. Bagaimana akibat hukum antara ahli waris dengan Sultan Maulana

Shafiuddin pasca putusan banding nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn?

C. Tujuan Pe